BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 400.3.1/1h0 TARM 2024

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM
MENERBITKAN SURAT IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN

Menimbang

Mengingat

BANGUNAN GEDUNG BUKAN IBADAT
SEBAGAI RUMAH IBADAT

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah /Wakil
Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, mengatur
penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara
pemanfaatan bangunan Gedung bukan ibadat oleh
bupati/walikota dapat dilimpahkan kepada camat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu melimpahkan
Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Menerbitkan
Surat Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung
Bukan Ibadat Sebagai Rumah Ibadat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 307);

MEMUTUSKAN:

Melimpahkan Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam
Menerbitkan Surat Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan
Gedung Bukan Ibadat Sebagai Rumah Ibadat.

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.



KETIGA . Keputusan Bupati

ditetapkan.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

1.

2.

Kepada Yth.:
Sekretaris Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Inspektur  Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Camat se Kabupaten Sukoharjo.

ini

mulai berlaku pada

Ditetapkan di Sukoharjo

tanggal

pada tanggal 2. Feoruan 20724

BUPATI SUKOHARJO,
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